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SIMBUR CAHAYA adalah nama undang-undang yang berlaku di daerah uluan (pedalaman)
Kesultanan Palembang disusun oleh Ratu Sinuhun istri Pangeran Sido Ing Kenayan (1639-
1650). Kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian pada masa colonial Belanda
ditetapkan dan dibukukan sebagai kodifikasi yang dilakukan oleh Asisten Residen Tebing Tinggi
(J.F.R.S van den Bossche) berdasarkan inventarisasi dari hukum adat di pedalaman. Karya dalam
tulisan Arab Melayu diserahkan oleh van den Bossche kepada Residen Palembang pada tahun
1854. Simbur Cahaya hasil kodifikasi Belanda terdiri dari 6 bab yaitu: Bab 1 adat bujang gadis
dan kawin, Bab Il Aturan Marga, Bab Il aturan Dusun dan Berladang, Bab IV Aturan Kaum, Bab
V Adat Perhukuman dan Bab VI Aturan Pajak.
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PENGANTAR PENYUNTING

uji Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat ridho-Nya Majalah Simbur Cahaya edisi 54 ini

dapat terbit. Dalam hal penyuntingan, penampilan, gaya penulisan dan substansi edisi kali ini

mengikuti apa yang ada dalam edisi 53. Hal ini terkait dengan penyesuaian ketentuan akreditasi
berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan adanya perubahan
kepengurusan majalah Simbur Cahaya.

Artikel ilmiah yang dimuat juga memperlihatkan adanya variasi pendekatan dalam memahami
permasalahan hukum. Berbagai upaya dilakukan oleh penyunting untuk dapat menampilkan tulisan
yang berkualitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui koreksi, schingga apa yang
tersaji diharapkan dapat memenuhi harapan para pembaca yang budiman.

Pada edisi ini kajian diawali dengan menampitkan hasil pembahasan tentang: Dilematisasi Asas
Legalitas dalam Rancangan KUHP Indonesia Oleh : M. Rasyid Ariman. Pengingkaran Asas Sederhana,
Cepat dan Biaya Ringan di Bidang Penyidikan Oleh: Syarifuddin Pettanasse. Kendala-Kendala Perlind-
ungan Desain Industri Dikaitkan Dengan Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Era Perdagangan
BebasOleh :Sri Handayani. Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Perspektif KonstitusiOleh: Zen Za-
nibar M.Z.Kedudukan Hukum Prolegda Dan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Penyusunan Peraturan
Daerah Di Kota PalembangOleh: Hj Helmanida, Agus Ngadino. Keterbukaan Informasi Publik Wujud
Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Adminstrasi Negara oleh: Abdullah Gofar. Kajian Kritis
Atas Status Hukum Wilayah Udara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional oleh:
Syahmin AK.Penguatan Kedudukan Individu dalam Hukum Internasional oleh: Usmawadi. Kekuatan
Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut UU
NO. 4 Tahun 19960lch: Ahmaturrahman, Sri Turatmiyah. Perlindungan Hukum bagi Buruh yang
Diupah Tidak Sesuai dengan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 tentangkomponen dan Pelaksa-
naan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Di Kota Palembang) olch : [Hamonangan
Albariansyah&Henny Yuningsih

Demikian pengantar dari Redaksi Majalah Simbur Cahaya semoga edisi kali semakin menambah
khasanah kajian hukum di Indonesia. Selain itu redaksi mengaharapkan kritik dan saran untuk menin-

gkatkan mutu penerbitan majalah berikutnya. Selamat membaca.

Inderalaya, Mei 2014
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